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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 55 TAHUN 2014
. TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH
r'{, AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum
paling lambat bulan November setiap tahun;

b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun
2014 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten
Bandung sudah tidak sesuai dengan peraturan
Y perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mencabut
Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2014
Tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten
Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Nomor 42 Tahun 1999);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2015, tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2015, tentang Sistem Penyediaan Air bersih
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 492 /MENKES/PER/IV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air bersih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari
Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000, tentang Pedoman  Akuntansi
Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 55 TAHUN
2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April
2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang

DADANG M. NASER

(v“ Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 pesember 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR g4



